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Jakarta, 24 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang judicial review 
tentang ketentuan verifikasi Partai Politik dan Presidential Threshol Pasal 172 ayat (1) dan 
ayat (3) serta Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 pada Kamis (24/8) pukul. 10.30 
WIB. Perkara yang terdaftar dalam nomor 53/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Rhoma 
Irama, Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN). 

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menggugat bahwa ketentuan frasa “kewajiban 
verifikasi hanya terhadap Partai Politik yang baru berbadan hukum” dalam norma a quo 
bertentangan dengan UUD 1945.  Menurut Pemohon hal ini menimbulkan diskriminasi 
terhadap partai politik yang baru berbadan hukum, dikarenakan partai politik yang lama dapat 
langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu dan tidak perlu mengikuti proses verifikasi.   

Menurut Pemohon proses verifikasi terhadap partai politik untuk menjadi peserta pemilu 
tahun 2019, merupakan hal yang wajar dan adil guna melihat efektifkah kinerja partai 
tersebut dalam kurun waktu pasca penyelenggaran pemilu hingga penyelenggaran pemilu 
berikutnya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya partai-partai politik yang lama bergabung 
dengan partai-partai politik yang baru. Bahwa seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
melakukan proses verifikasi baik administrasi maupun faktual secara konsisten sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Terkait Pasal 222 UU Pemilu, Pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan 
asas kepastian hukum yang adil karena secara jelas membuat partai-partai politik peserta 
pemilihan umum namun belum pernah mengikuti pemilihan umum sebelumnya, serta partai 
politik yang perolehan kursi di DPR pada pemilihan umum sebelumnya kurang dari 20% atau 
perolehan suara sah nasionalnya kurang dari 25%, menjadi kehilangan hak untuk 
mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. 

Atas dalil-dalil tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan a quo bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Andhini Sayu Fauzia) 
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